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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 450/Pdt.G/2015/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kisaran  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang dikumulasi dengan Cerai

Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  ,  Kabupaten  Batubara,

sebagai Penggugat,

Dalam  hal  ini  memberi  kuasa  kepada  KUSYANTO,SH,

Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum

Kuasa Hukum & REKAN, beralamat di Jl. S. Parman No.109A

Kelurahan  Bunut  Barat,  Kecamatan  Kota  Kisaran  Barat,

Kabupaten  Asahan,  selanjutnya  disebut  sebagai  Kuasa

Penggugat;

M e l a w a n :

Tergugat,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan

Nelayan,  bertempat  tinggal  Kabupaten  Batubara,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Telah  memperhatikan  alat-alat  bukti  serta  surat-surat  lainnya  yang

berkaitan dengan perkara ini;  

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

Juni  2015 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Kisaran dengan

register Nomor: 450/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 22 Juni 2015 telah mengajukan

permohonan itsbat nikah kumulasi gugatan cerai dengan posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah

menikah menurut  Syariat  Islam pada tanggal  16 Agustus  1986 Masehi  di

Dusun VI , Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan) dan pada saat

pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  di  mana  Penggugat  berwalikan

orang tua kandung Penggugat yang bernama KOCIK SALEH dan disaksikan

oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak H. SULAIMAN dan Bapak H.

BASRYAH  dengan  maharnya  uang  sebesar  Rp  10.000  (Sepuluh  Ribu

Rupiah) dibayar tunai

2. Bahwa pernikahan Penggugat  dengan Tergugat  tidak tercatat  dalam Buku

Induk  Pencatatan  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Tanjung

Tiram Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).

3. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama  di  rumah  orang  tua  Penggugat  dan  terakhir  Penggugat  dengan

Tergugat  tinggal  di  rumah  kediaman  bersama  di  Dusun  VI  ,  Kabupaten

Batubara sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas.

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah didasari rasa saling

mencintai  dan  menyayangi,  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat

telah  pula  bergaul  sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba'dadukhul)  dan

dikaruniai 5 (lima) orang anak.

Disclaimer
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- Wahyuni, S.Pd.I Binti Rusli (Perempuan) umur 27 tahun.

- Endang Mulyana Binti Rusli (Perempuan) umur 21 tahun.

- Suci Al Hafizoh Binti Rusli (Perempuan) umur 16 tahun.

- Trayudi Bin Rusli (Laki-laki) umur 14 tahun.

- Nurhasanah Binti Rusli (Perempuan) umur 8 tahun.

5. Bahwa  pada  awalnya  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  dalam

membina  mahligai  rumah tangga  hidup  dengan  rukun  dan  damai  menuju

ketentraman  sebagaimana  layaknya  kehidupan  rumah  tangga  yang

harmonis,  yakni  rumah tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  waramah,  akan

tetapi  pada  pertengahan  bulan  Februari  2010  kehidupan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat  mulai  diwarnai perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus dikarenakan : 

- Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari dalam

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

- Tergugat  adalah seorang suami  yang mau menang sendiri  dan

bersikap acuh tak acuh kepada Penggugat. 

- Tergugat  selalu  bersikap  kasar  dan  selalu  pula  mengucapkan

kata-kata ingin bercerai kepada Penggugat. 

6. Bahwa  akibat  dari  perbuatan  Tergugat  tersebut  maka  antara  Penggugat

dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus

kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka

pada  tanggal  18  Februari  2015  Penggugat  pergi  meninggalkan  Tergugat,

sedangkan Tergugat  tetap tinggal  di  rumah kediaman bersama Penggugat

dengan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas. Hal inilah

yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat
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dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Istbat Nikah sekaligus Gugatan

Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak

bersatu lagi lebih kurang 4 bulan lamanya. 

8. Bahwa  atas  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

tersebut  di  atas  telah  pula  didamaikan  oleh  pihak  keluarga  namun  hal

tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus di

dalam  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat,  sehingga  sangat  sulit

untuk mewujudkan tujuan perkawinan,  yaitu  membina rumah tangga yang

sakinah,  mawaddah,  waramah,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa  Penggugat  bermohon  kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama

Kisaran cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan

mengadili  perkra  a  quo  agar  kiranya  pernikahan  antara  Penggugat

(Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) dapat di Istbatkan untuk keperluan

Gugatan Cerai.

Berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,  maka Penggugat  mohon kepada Bapak

Ketua  Pengadilan  Agama  Kisaran  Cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  berkenan  menentukan  suatu  hari  persidangan  dan

memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang

ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar

putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

2. Menetapkan  sah  pernikahan  Penggugat  (Penggugat)  dengan  Tergugat

(Tergugat)  yang dilangsungkan pada tanggal  16 Agustus  1986 Masehi  di

Dusun VI , Kabupaten Batubara (dahulu Kabupaten Asahan).

3. Menjatuhkan Talak 1 (Satu)  Ba'in  Sughra Tergugat  (Tergugat)  atas diri
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Penggugat (Penggugat)  didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku.

“Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.

Menimbang,  bahwa  untuk  kepentingan  pemeriksaan  perkara  ini

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya guna menghadap di

persidangan,  terhadap panggilan mana Penggugat di  dampingi kuasanya dan

juga Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat

telah  diupayakan  mediasi  guna  mencari  penyelesaian  perkara  yang  diajukan

Penggugat  secara  damai  dan  kekeluargaan  sesuai  ketentuan  Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, melalui hakim mediator  Harmaini,

S.Ag.,  SH,  namun upaya mediasi  tersebut  gagal  mencapai  kesepakan damai

antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan dengan  cara  memberikan nasihat  kepada  Penggugat  dan  juga

kepada Tergugat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah

tangganya   dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil  karena   Penggugat

menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  tersebut,  Tergugat  di  dalam

persidangan telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

membenarkan sebagian posita Penggugat dan membantah sebagian yang lain.

Adapun  hal-hal  yang  dikemukakan  Tergugat  di  dalam  jawabannya  sebagai
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bantahan  dan  klarifikasi  terhadap  posita  gugatan  Penggugat  adalah  sebagai

berikut:

- Benar bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri

yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1986 di Dusun VI Desa Ujung Kubu,

adapun yang menjadi wali adalah orangtua Penggugat yang bernama Kocik

Saleh  dan  disaksikan  oleh  2  orang  saksi  bernama H.  Sulaiman  dan  H.

Basryah,  namun  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  belum

tercatat dalam akta nikah hingga sekarang;

- Bahwa perselisihan  dan pertengkaran antara  Penggugat  dan Tergugat

mulai terjadi sejak sekitar 3 tahun lalu, bukan sejak bulan Februari 2010;

- Bahwa  tidak  benar  posita  gugatan  Penggugat  pada  poin  5.1  perihal

bahwa  Tergugat  kurang  memberikan  biaya  kehidupan  sehari-hari  dalam

rumah tangga, padahal Tergugat memberikan nafkah sekitar Rp. 2.000.000,-

(dua  juta  rupiah)  per  bulan  kepada  Penggugat.  Selain  itu,  Tergugat  juga

selalu  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga,  punya  3  rumah  dan  punya

ladang untuk dikelola;

- Bahwa  tidak  benar  posita  gugatan  Penggugat  pada  poin  5.2  tentang

bahwa Tergugat  selalu  bersikap egois  dan mau menang sendiri,  padahal

Tergugat selalu mengajak Penggugat bermusyawarah sebelum memutuskan

sesuatu dalam rumah tangga;

- Bahwa  tidak  benar  bahwa  Tergugat  selalu  bersikap  kasar  kepada

Penggugat,  padahal  sebaliknya  Tergugat  lah  yang  selalu  bersikap  kasar

kepada Penggugat;

- Bahwa penyebab sebenarnya dari  keretakan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan seorang

laki-laki  bernama  Sudarna,  bahkan  Penggugat  pernah  hidup  bersama

dengan  laki-laki  tersebut  selama  3  bulan,  sehingga  perbuatan  tersebut
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Tergugat  laporkan  ke  pihak  kepolisian,  dan  setelah  itu  Penggugat  dan

Tergugat kembali rujuk dan tinggal bersama;

Menimbang, bahwa selain bantahan dan klarifikasi tersebut, Tergugat di

dalam  jawabannya  secara  lisan  juga  menyampaikan  bahwa  dirinya  tidak

keberatan  bercerai  dengan  Penggugat,  namun  tidak  dengan  alasan-alasan

perceraian yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat

telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang para pokoknya

tidak  membenarkan  jawaban  Tergugat  kecuali  terhadap  hal-hal  yang  diakui

secara  tegas  oleh  Tergugat,  serta  Penggugat  menyatakan  tetap  pada

gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

menyampaikan  duplik  secara  lisan  di  persidangan  yang  pada  pokoknya

menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-

masing sebagai berikut:

1. SAKSI,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Pedagang,  bertempat  tinggal  di,  Kabupaten  Batu  Bara,  di  bawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

 Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  sebab  saksi

merupakan saudara kandung Penggugat;

 Benar  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  pasangan

suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1986, dan yang menjadi

wali nikahnya adalah orangtua Penggugat yang bernama Kocik Saleh

dan dihadiri dua orang saksi bernama H. Sulaiman dan H. Basryah;
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 Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut

 Bahwa  maskawin  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

 Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsungkan

pernikahan adalah perjaka dan perawan;

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat  tidak terdapat  halangan

secara syariat Islam untuk menikah;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama

suka;

 Bahwa  selama  ini  belum  ada  yang  menyangkal  keabsahan

pernikahan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  belum  dicatatkan

secara resmi karena Penggugat dan Tergugat belum mencatatkannya

ke Kantor Urusan Agama;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah dikaruniai  5 orang anak

dari pernikahan mereka tersebut;

 Bahwa  sejak  awal  menikah  sampai  sekarang,  Penggugat  dan

Tergugat belum pernah bercerai;

 Bahwa  sekitar  2  tahun  terakhir,  hubungan  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana Penggugat dan Tergugat

sering bertengkar;

 Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat sebanyak 2 kali;

 Penyebab  pertengkaran  adalah  karena  Tergugat  berhubungan

dengan  wanita  lain,  dan  saksi  pernah  menyaksikan  Tergugat
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berboncengan dengan seorang wanita yang diduga merupakan istri

baru Tergugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  rumah  sejak

sekitar 4 bulan yang lalu;

2. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  Dusun  VI,  ,  Kabupaten  Batu  Bara,  di  bawah

sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

 Saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat,  sebab  saksi

merupakan sepupu Penggugat;

 Benar  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan  pasangan

suami istri yang menikah pada sekitar tahun 1986, dan yang menjadi

wali nikahnya adalah orangtua Penggugat yang bernama Kocik Saleh

dan dihadiri dua orang saksi bernama H. Sulaiman dan H. Basryah;

 Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

 Bahwa  maskawin  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

 Bahwa status Penggugat dan Tergugat sewaktu melangsungkan

pernikahan adalah perjaka dan perawan;

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat  tidak terdapat  halangan

secara syariat Islam untuk menikah;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama

suka;

 Bahwa  selama  ini  belum  ada  yang  menyangkal  keabsahan

pernikahan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  belum  dicatatkan
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secara resmi karena Penggugat dan Tergugat belum mencatatkannya

ke Kantor Urusan Agama;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  sudah dikaruniai  5 orang anak

dari pernikahan mereka tersebut;

 Bahwa  sejak  awal  menikah  sampai  sekarang,  Penggugat  dan

Tergugat belum pernah bercerai;

 Bahwa  sekitar  2  tahun  terakhir,  hubungan  Penggugat  dan

Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana Penggugat dan Tergugat

sering bertengkar;

 Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat sebanyak 1 kali;

 Penyebab  pertengkaran  adalah  karena  Tergugat  berhubungan

dengan wanita lain;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berpisah  rumah  sejak

sekitar 4 bulan yang lalu;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  di  dalam  persidangan  tidak  mengajukan

bukti-bukti apa pun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara

lisan  yang  pada  pokoknya  Penggugat  tetap  pada  gugatannya  dan  mohon

putusan dengan mengabulkan gugatannya,  dan Tergugat  juga menyampaikan

kesimpulan yang menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya

telah  dicatat  dalam  berita  acara  sidang  perkara  ini  sehingga  untuk

mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  dalil-dalil  gugatan

Penggugat,  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  tentang

kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim

meneliti  berkas  perkara,  nyata  bahwa Pengadilan  Agama Kisaran  berwenang

mengadili  perkara ini,  hal mana  sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a)

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  perubahan  kedua  terhadap

Undang-Undang Nomor  7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang,  bahwa  untuk  kepentingan  persidangan,  Penggugat  dan

Tergugat   telah  dipanggil  untuk  menghadiri  persidangan  sesuai  dengan

ketentuan  pasal  145  ayat  (1)  dan  (2)  dan  pasal  718  ayat  (1)  R.Bg,  dengan

demikian  panggilan  tersebut  dipandang  resmi  dan  patut,  dan  atas  panggilan

tersebut  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  telah  hadir  menghadap  di

persidangan;

Menimbang,  antara  Penggugat  dan Tergugat  telah didamaikan  melalui

mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2008 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil

mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap tahap persidangan telah

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan

rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal

82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989 sebagaimana telah

diubah  oleh  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006   dan  perubahan  kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama

dipandang telah terpenuhi;
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Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  surat  gugatan  Penggugat,  maka

yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini,  bahwa Penggugat memohon

agar  pernikahannya  dengan  Tergugat  diitsbatkan  oleh  Pengadilan,  lalu

diakumulasikan  dengan  gugatan  Penggugat  yang  pada  pokoknya  Penggugat

menggugat  cerai  Tergugat  dengan  alasan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  sejak  bulan  Februari  2010  sehingga

menyebabkan  pisah  rumah  sejak  tanggal  18  Februari  2015  sampai  dengan

sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban

yang  pada  pokoknya  mengakui  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  merupakan

pasangan suami istri,  dan Tergugat  juga mengakui  tentang adanya persoalan

dan problem rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak dengan

alasan-alasan seperti yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya,

selain itu Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum

Islam  yang  menyatakan  bahwa  itsbat (pengesahan)  nikah  dapat  diajukan  ke

Pengadilan  Agama  berkenaan  dengan  adanya  pernikahan  dalam  rangka

penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah

dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi

itsbat  nikah  dan  gugat  cerai,  maka  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu

mempertimbangkan  bukti  tentang  keabsahan  pernikahan  yang  menjadi  dasar

bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  itsbat

(pengesahan) nikah dan gugat cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat

telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1986 di Desa Ujung Kubu Kecamatan

Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor
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Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itsbat nikah

tersebut, Penggugat mengajukan pembuktian berupa dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dua  orang  saksi  yang  diajukan  oleh

Penggugat,  Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah

memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut

tata  cara  agama  Islam  dan  di  samping  itu  tidak  terhalang  untuk  didengar

keterangannya  sebagai  saksi  karena  kedua  orang  saksi  tersebut  merupakan

keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima

dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  2  orang  saksi  tersebut,

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang

sah, yang mana orangtua Penggugat merupakan pihak yang bertindak sebagai

wali  nikah Penggugat  dengan Tergugat,  sedangkan saksi  II  juga hadir  dalam

acara pernikahan tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  keterangan  dua  orang  saksi

tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat

merupakan pasangan suami istri  yang sah yang menikah sesuai syariat Islam

yang berlaku. 

Menimbang,  bahwa  dalam  masyarakat  Melayu  yang  islami  dan

berfalsafahkan  adat  dan  syariat  Islam,  seorang  wanita  muslimah  tidak  akan

dibiarkan hidup bersama dengan seorang laki-laki muslim selama bertahun-tahun

sampai melahirkan keturunan apabila tidak dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah

hidup bersama semenjak  tahun 1986 tanpa ada gangguan dan gugatan dari

masyarakat,  maka Majelis  memandang bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah
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menikah sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Penggugat

sepanjang  mengenai  sahnya  pernikahan  tersebut  dianggap  terbukti  karena

pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Agama

Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  2  ayat  (  1  )  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  dijelaskan  bahwa  perkawinan  adalah  sah,  apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4,5,6,7 dan 14 Kompilasi Hukum

Islam,  Majelis  berkesimpulan  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun belum tercatat pada KUA yang

berwenang;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  maksud  pasal  tersebut  dikaitkan

dengan  apa  yang  telah  dipertimbangkan  di  atas,  maka  Majelis  berpendapat

bahwa  permohonan  Penggugat  sepanjang  mengenai  pengesahan

pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama

Islam mengenal hal ini, seperti pendapat Imam Zakaria Al-Anshari dalam Kitab

Asna Al-Mathalib yang menyatakan:

ذذَا ذقَا إ ذد ذصَا يي ذت نن ذأ ذجَا يو زز ذلَى َال نر ذع ددو نح دص ذكَا نن ذمَا َال ده ذن يي ذز ذب  ذجَا
يو ذل ةةٍ؛ نبِل ذو ذن ني ده ذب زن ذمَا ذل ده َقق دت ذح دب يث ذي ذمَا ذف نه نق دد ذصَا ذت نب

Artinya:

“Apabila suami istri membenarkan adanya pernikahan di antara mereka,

maka pengakuan itu dapat  diterima, walaupun tanpa ada bukti.  Sebab

perihal pernikahan tersebut adalah hak mereka berdua. Oleh karena itu,

pernikahan  itu  dapat  dibenarkan/diitsbatkan  jika  keduanya  saling

membenarkan”. (Zakaria Al-Anshari, Asna Al-Mathalib fi Syarh Raudha

al-Thalib, Juz. III Halaman: 126)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
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atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1)  Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Pasal  7  ayat  (3)  serta  pasal  14  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  permohonan

Penggugat  agar  pernikahannya  dengan  Tergugat  diitsbatkan  oleh  Pengadilan

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan

tentang gugatan cerai Penggugat sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis berupa dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut

telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara

formil  dapat  diterima,   sedangkan  secara materil  juga akan dipertimbangkan

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan

saksi pertama Penggugat yang bernama SAKSI  dan saksi kedua yang bernama

SAKSI  yang  mana  keduanya  merupakan  saudara  kandung  Penggugat  dan

sepupu  Penggugat,  maka  cukup  beralasan  apabila  saksi-saksi  tersebut

berpotensi  mengetahui  tentang  persoalan  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  dari  apa  yang  didengar  dan  dilihatnya  sebagaimana  telah

diuraikan  pada  bagian  duduk  perkara.  Atas  dasar  tersebut  Majelis  Hakim

berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya serta

mempunyai  relevansi  satu  dengan  lainnya  dan  sejalan  dengan  dalil  gugatan

Penggugat.  Dengan demikian keterangan saksi-saksi  tersebut  dapat  dijadikan

bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  mengajukan  bukti  apa  pun  di

persidangan;

Menimbang,  bahwa  dari  pembuktian  yang  diajukan  oleh  Penggugat,
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maka ditemukan fakta-fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah  dan  masih

terikat perkawinan dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan

harmonis  lagi,  dan Penggugat  dengan Tergugat   telah pisah rumah sejak

sekiatr 4 bulan lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  maka  dapatlah

ditafsirkan  bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sebenarnya  sudah  sangat  rapuh,  padahal  ikatan  bathin  merupakan  menjadi

unsur  terpenting  di  dalam  membina  rumah  tangga,  yang  mana  jika  ikatan

tersebut tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan rapuhnya ikatan rumah

tangga (broken marriage), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga

yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal

dalam satu ikatan rumah tangga, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang

akan tercapai,  tetapi  sebaliknya  akan dapat  menyebabkan tekanan batin  dan

mental bagi kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  tujuan  disyariatkannya  perkawinan  adalah  untuk

mewujudkan rumah tangga yang  sakinah, mawaddah  dan rahmah serta untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi

dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3

Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia Tahun 1991 jo.  pasal  1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah  dalam Al-Qur'an Surah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ين نم نه ذو نت ذيَا ين آ ذق ذأ ذل يم ذخ دك ين ذل يم نم دك نس دف ين ججَا ذأ ذوَا يز دنوَا ذأ دك يس ذت  نل
ذهَا يي ذل ذل نإ ذع ذج يم ذو دك ذن يي جة ذب زد ذو جة ذم ذم يح ذر زن ذو ذك نفِي نإ نل ةت ذذ ذيَا  ل

ةم يو ذق ذن نل درو زك ذف ذت ذي

“Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung dan

merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di  antara  kalian  rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang,  bahwa  rapuhnya  ikatan  batin  antara  suami  istri  dapat

berakibat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri yang

menyebabkan  hilangnya  hubungan  pergaulan  yang  baik  antara  suami  istri

tersebut,  yang  mana menurut  Imam Malik  r.a,  bahwa kemudharatan tersebut

merupakan  salah  satu  alasan  yang  sah  bagi  seorang  istri  untuk  menuntut

perceraian. Hal ini  sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya

Fiqh al-Sunnah sebagai berikut:

َالقَاضممِي مممن تطلب أن للزوجة أن مَالك َالمَام ذهب
يستطَاع ل إضرَارَا بهَا َالزوج إضرَار َادعت إذَا َالتفريق

289 (.ص 2. جم: َالسنة فقه)  َالعشرة دوَام معه

Artinya:

“Imam  Malik  r.a  berpendapat  bahwa  seorang  istri  berhak  menuntut

kepada hakim untuk diceraikan dengan suaminya dengan alasan bahwa

(hubungannya  dengan  suaminya  itu)  akan  dapat  mendatangkan

kemudharatan yang tidak dapat ia tanggung dan menyebabkan hilangnya

pergaulan yang baik di antara suami istri”. (Fiqh al-Sunnah, Juz. II, Hlm.

289).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di  persidangan menunjukkan

bahwa Penggugat  telah bersungguh-sungguh untuk bercerai  dengan Tergugat
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tanpa  memperdulikan  nasihat  dari  berbagai  pihak  disebabkan  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka

Majelis  Hakim  berpendapat  tidak  ada  kemashlahatannya  lagi  untuk

mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat  dengan Tergugat  dan apabila

tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Sedangkan  kemudharatan  itu  harus  dihilangkan  sesuai  qaidah  ushul yang

berbunyi:

در ذر زض دل َال ذزَا جي
Artinya: 

“Kemudharatan  itu  harus  dihilangkan”  (al-Suyuthi,  Al-Asybâh  wa  al-

Nazha'ir)

Dan juga sabda Rasulullah Saw yang menyatakan:

ذر ذل ذر ذل ذضمم ذر ذو ذرَا وأحمممد ومَالممك مَاجممة َابممن روَاه  )نضمم
وَالبيهقَى وَالدَارقطنَى وَالطبرَانِي (

Artinya:

“Tidak  dibenarkan  mendatangkan  kemudharatan  bagi  diri  sendiri  dan

kemudharatan bagi orang lain”. (HR. Ibnu Majah, Malik, Ahmad, Thabrani,

Daruquthni, Baihaqi dll)

Menimbang, bahwa bila keadaan seperti rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  tersebut  di  atas  tetap  dipertahankan,  maka  akan  berpotensi

menimbulkan kemudharatan dan mafsadah yang besar, padahal menghindarkan

bahaya  lebih  diutamakan  dari  mengambil  manfaat,  hal  mana  sesuai  dengan

qaidah fiqh yang berbunyi :

دء ير ند ذد نس ذفَا ذم مم َال زد ذق ذلَى دم نب ذع يل نح ذج نل ذصَا ذم َال
Artinya :
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 “Menghindarkan  kerusakan / bahaya harus  lebih  diutamakan  daripada 

menarik suatu manfaat”.

Menimbang,  bahwa  perselisihan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  tidak  hanya  dalam  bentuk  pertengkaran  fisik,  tapi  terwujud  dalam

bentuk  tidak adanya  saling  percaya,  dan dengan ditemukannya fakta bahwa

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sekitar 4 bulan lamanya,

hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

terjalin lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari

gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Majelis Hakim menilai

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dalam  rumah

tangga yang sulit  untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah

merupakan  bukti  bahwa rumah tangga  antara Penggugat  dengan Tergugat

telah  pecah  serta  sendi-sendi  rumah  tangga  telah  rapuh  dan  sulit  untuk

ditegakkan  kembali  yang  dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  telah  rusak  (broken  marriage)  sehingga  telah

terdapat  alasan  untuk  bercerai,  dengan  demikian  gugatan  Penggugat  telah

terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2)

huruf ( f ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  jo.  pasal  116 huruf  (  f  )  Instruksi  Presiden

Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  sebagaimana  maksud  Yurisprudensi  Mahkamah

Agung RI  Nomor:  38 K/AG/1990 tanggal  22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis

Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya

suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat

dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  gugatan  Penggugat   telah
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terbukti dan memenuhi maksud  Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun

1991,  dengan  demikian  petitum gugatan  Penggugat  poin  2  dapat  dikabulkan

dengan  diktumnya   menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra Tergugat   terhadap

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan

diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang

timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada  Penggugat,  yang  besarnya

sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ; 

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan

dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan  sah  pernikahan  Penggugat  (Penggugat)  dengan  Tergugat

(Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1986 di Kecamatan

Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu  rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Senin tanggal 28 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 14

Zulhijjah 1436 H oleh kami H. Armansyah, Lc., MH sebagai Hakim Ketua, Ervy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmarwati, S.HI dan Wafa', S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk

oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara

ini  pada  tingkat  pertama,  putusan  mana diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam

sidang  terbuka  untuk  umum  oleh  Hakim  Ketua  tersebut  dengan  didampingi

Hakim-Hakim Anggota,  dan dibantu oleh H.  Alpun Khoir  Nasution,  S.Ag.,  MH

sebagai  Panitera,  dengan  dihadiri  oleh  kuasa  Penggugat  di  luar  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis

H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI

Hakim Anggota

Wafa', S.HI

Panitera 

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran      : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses              : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan         : Rp. 350.000,-

4. Biaya Redaksi            : Rp.   5.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai                 :      Rp.           6.000,-

   Jumlah                        Rp. 441.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22


